WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2014 tentang lzin Gangguan dipandang sudah tidak
sesuai dengan tujuan pelayanan yaitu mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau, maka perlu melakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang lzin
Gangguan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015

tentang lIzin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun

2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu
ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha
wajib memiliki l1zin Gangguan.

(2) Untuk memperoleh 1zin Gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan
tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk.

(2a) lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan, untuk:

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri,
Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus yang
dikelola oleh Pengelola/Perusahaan Kawasan;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan
yang telah memiliki lIzin Gangguan.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) 1zin Gangguan Dberlaku selama perusahaan melakukan
usahanya.
(2) Dihapus.

(3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Gangguan,
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan usaha.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Izin Gangguan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini,

dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan melakukan
usahanya.



Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 31 Desember 2015
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd
SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD lilRADE
NIP 1961080b 199003 1004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(12/2015)



